KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 755/PP.02-Kpt/5106 /KPU-Kab/X /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangli;

bahwa Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangli;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656}, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Praturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1153);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

14. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor:
443 /Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Berita Acara Rapat Peleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli Nomor: 739/PP.05-BA/5106/KPU-
Kab/X/2019 Tanggal 8 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMIS!I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bangli dengan berkoordinasi dan

berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.




KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI

NOMOR : 755/PP.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X /2019
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
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Anggota KPU Kabupaten Anggota
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7. | Drs. 1 Made Idep Sukadana

Kasubbag Hukum dan Anggota
Pengawasan

Bangli jawab
Ketua KPU Kabupaten Ketua
Bangli

Sekretaris KPU Sekretans
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lai dengan aslinya

8. I Gusti Ayu Ardani, S. Kom Kasubbag Program dan Anggota
Data
9. |1 Nengah Kariana, SH Staf Anggota
10. | I Wayan Nariada Staf Anggota
Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN




